
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate
speech) di Indonesia = law enforcement of hate speech in Indonesia
Ester Josephin Pratiwi Hutagaol, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20502046&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Ujaran kebencian merupakan perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat

memicu terjadinya tindakan kekerasan, diskriminasi, permusuhan atas dasar suku, agama, ras dan

antargolongan (SARA). Salah satu faktor lemahnya penegakan hukum terhadap fenomena ujaran kebencian

yaitu terletak pada pengaturan mengenai ujaran kebencian itu sendiri, dimana terdapat

ketidakjelasan parameter dalam pengaturannya. Akibat dari ketidakjelasan parameter tersebut, maka

kepastian hukum terkait ujaran kebencian akan sulit dicapai selain itu akan semakin besar kemungkinan

terjadinya kesewenangwenangan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah

sejarah peraturan tentang ujaran kebencian di Indonesia, apa yang menjadi parameter suatu perbuatan

termasuk sebagai ujaran kebencian (hate speech) serta praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana

ujaran kebencian (hate speech) di Indonesia. Melalui penelitian Yuridis-Normatif dengan

pendekatan sejarah, undang-undang dan konseptual, maka penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan

yaitu: 1. Sejarah peraturan tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) di Indonesia sesungguhnya berasal

dari British Indian Penal Code yang saat itu berlaku di India yang dijajah oleh Inggris. Berdasarkan Traktat

London, semua jajahan Perancis diserahkan ke tangan Inggris. Belanda

yang merupakan jajahan Perancis kemudian jatuh ke tangan Inggris, maka Inggrislah yang membawa pasal

tersebut ke Belanda, kemudian Belanda menerapkan pasal tersebut ke Indonesia karena dianggap memiliki

kesamaan dengan India yang memiliki ragam kultur dan agama. 2. Parameter ujaran

kebencian yaitu perbuatan yang dilakukan di muka umum; bersifat permusuhan, penghinaan atau

merendahkan, dan kebencian; dilakukan dengan sengaja baik langsung maupun tidak langsung;

menimbulkan terjadinya kerusuhan yang

menyebabkan terjadinya kerugian materiil, immateriil dan jiwa. 3. Penegakan hukum terhadap tindak pidana

ujaran kebencian berdasarkan analisis dari tujuh putusan ialah bahwa hakim kurang memberikan tafsiran

dan argumen terhadap unsur pasal yang tidak jelas tersebut dan ada hakim yang memperluas makna

golongan menjadi tidak sesempit pada suku, agama dan ras saja.

<hr>

Hate speech is a word, behavior, writing, or show that is prohibited because it can trigger acts of violence,

discrimination, animosity on the basis of ethnicity,

religion, race and intergroup (SARA). One factor that is weak law enforcement against the phenomenon of

hate speech is located in the regulation of the hate speech itself, where there are unclear parameters in the

regulation. As a result of the unclear parameters, the legal certainty related to hate speech will be difficult to

achieve other than that the greater the possibility of arbitrariness. This research is intended to find out and

understand how the history of regulations regarding hate speech in Indonesia, what is the parameter of an act

including hate speech and law enforcement practices against hate speech in Indonesia. Through juridical-

normative research with historical, legal and conceptual approaches, this research resulted in three
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conclusions, namely: 1. The history of

hate speech regulations in Indonesia actually originated from the British Indian Penal Code which was then

in force in India which was colonized by the British. Based on the London Treaty, all French colonies were

handed over to the British. The Netherlands which was a French colony then fell into the hands of the

British, then it was England who brought the article to the Netherlands, then the Dutch

applied the article to Indonesia because it was considered to have similarities with India which had a variety

of cultures and religions. 2. Parameters of hate speech, namely acts committed in public; hostility,

humiliation or humiliation, and hatred; done intentionally both directly and indirectly; lead to riots that

cause material, immaterial and life losses. 3. law enforcement against hate speech based on an analysis of

the seven decisions is that the judge does not provide interpretations and arguments about the unclear

elements of the article and there are judges who expand the meaning of groups to be not as narrow as ethnic,

religious and racial only.


